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SALINAN 

NOMOR 11/2014 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR   4   TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 

TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk 

menjamin tersedianya kebutuhan daging di Kota Malang 

yang higienis, aman, sehat, serta halal melalui proses 

pemotongan hewan yang baik; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17   

Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong 

Hewan khususnya tentang pengangkatan direktur perlu 

disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan 

Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan 

Usaha Milik Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Malang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13    
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Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4944); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5015); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 

 

http://ngada.org/uu8-1999.htm
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10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, 

TambahanLembaran Negara Nomor 3656); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3354); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4424); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;   

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan 

Rumah pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit 

Penanganan Daging (Meat Cutting Plan);  

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 

tentang Kepengurusan Badan Usada Milik Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
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18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17    

TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH RUMAH 

POTONG HEWAN. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17   

Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 02/D) diubah sebagai berikut : 

 

Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi, sebagai berikut : 

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul badan 

pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD untuk masa jabatan 

4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan 

tersebut berakhir. 

(2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling banyak 2 (dua) 

kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama 

di Perusahaan. 

(3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu 

meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. 

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal   20    -   2    -  2014 

WALIKOTA MALANG, 

 

ttd. 

MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal    30   -   6    -    2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,  
 

ttd. 

 

SHOFWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 11 

 

 


